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ABSTRACT
This study analyzes the structural legal dilemma in international investment law caused by the normative rigidity of conventional stability clauses, which triggers a regulatory chill. The central issue examined is the high potential for compensation claims regarding the loss of expected future profits (Lucrum Cessans) filed by investors when host states adjust public policies. The primary objective of this research is to formulate a comprehensive integration model of the public policy doctrine into state-investor investment contracts as an effective limiting instrument against financial claims. Utilizing normative legal research methods through a conceptual approach, this article dissects conflicts between private investor legitimate expectations and a state's sovereign right to regulate. The results indicate that an explicitly integrated public policy clause provides a solid legal basis for state regulatory action. In conclusion, this integration effectively mitigates extensive financial risks from Lucrum Cessans compensation claims while restoring a balanced contractual relationship between host states and foreign investors.
Keywords: Public Policy; Investment Contract; Lucrum Cessans; State’s Right to Regulate
Abstrak
Penelitian ini menganalisis dilema hukum investasi internasional akibat rigiditas normatif klausul stabilitas konvensional yang memicu regulatory chill. Masalah utama yang dikaji adalah besarnya potensi tuntutan ganti rugi atas kehilangan keuntungan masa depan (Lucrum Cessans) oleh investor ketika negara mengubah kebijakan publik. Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan model integrasi doktrin ketertiban umum ke dalam kontrak investasi antara negara dan investor sebagai instrumen pembatasan klaim keuangan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, penelitian ini membedah benturan kepentingan ekspektasi sah investor privat dan hak berdaulat negara (right to regulate). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi klausul ketertiban umum secara eksplisit mampu memberikan basis legitimasi yang kokoh bagi tindakan regulatori pemerintah. Kesimpulannya, integrasi doktrin ini secara efektif mampu memitigasi risiko finansial eksesif dari klaim ganti rugi Lucrum Cessans sekaligus mengembalikan keseimbangan hubungan hukum kontraktual antara negara tuan rumah dan investor asing.
Kata Kunci: Ketertiban Umum; Kontrak Investasi; Lucrum Cessans; State’s Right to Regulate
1. PENDAHULUAN
Dalam lanskap hukum investasi internasional, keberadaan klausul stabilitas kerap diposisikan sebagai manifestasi konkret dari prinsip pacta sunt servanda yang menjamin kepastian hukum serta melindungi ekspektasi sah investor (legitimate expectations).
 Klausul ini berfungsi sebagai instrumen normatif untuk membekukan atau menstabilkan rezim hukum yang berlaku pada saat kontrak disepakati, sehingga investor terlindungi dari potensi transformasi regulatori yang dapat menggerus nilai ekonomis investasinya. Dalam praktiknya, klausul stabilitas tidak hanya mencerminkan komitmen kontraktual semata, melainkan juga menjadi indikator kredibilitas negara dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, di sisi lain, negara sebagai entitas berdaulat tetap memiliki inherent power atau right to regulate yang tidak dapat dikesampingkan, terutama dalam rangka melindungi kepentingan publik, menjaga ketertiban umum, serta merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Ketegangan antara rigiditas normatif klausul stabilitas dan fleksibilitas kebijakan publik inilah yang kemudian melahirkan dilema struktural dalam hubungan negara-investor.
Dilema tersebut semakin kompleks ketika perubahan kebijakan publik yang diambil negara—misalnya dalam sektor lingkungan hidup, kesehatan, atau redistribusi sumber daya—dipandang oleh investor sebagai pelanggaran terhadap klausul stabilitas. Dalam banyak kasus arbitrase investasi, tindakan regulatori negara yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan publik justru dipersoalkan sebagai bentuk pelanggaran kontrak atau bahkan ekspropriasi tidak langsung (indirect expropriation). Konsekuensinya, negara berpotensi menghadapi klaim ganti rugi dalam jumlah besar, termasuk dalam bentuk kehilangan keuntungan yang diharapkan (Lucrum Cessans). Klaim jenis ini seringkali bersifat spekulatif namun bernilai tinggi, karena didasarkan pada proyeksi keuntungan masa depan yang belum terealisasi. Kondisi demikian tidak hanya menimbulkan beban fiskal yang signifikan bagi negara, tetapi juga berpotensi menciptakan fenomena regulatory chill, yaitu situasi di mana negara menjadi enggan mengeluarkan kebijakan strategis karena khawatir terhadap risiko gugatan dan kompensasi yang eksesif.

Secara doktrinal, eksistensi klausul stabilitas dalam kontrak investasi internasional dimaksudkan sebagai instrumen mitigasi risiko politik guna melindungi legitimate expectations investor dari fluktuasi regulatori. Namun, dalam perkembangannya, klausul ini sering kali menjelma menjadi rigiditas normatif yang membekukan kewenangan legislatif negara. Benturan ini menciptakan fenomena regulatory chill, di mana negara berada dalam posisi dilematis: memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi kepentingan publik melalui perubahan kebijakan, atau menghadapi ancaman gugatan di forum arbitrase internasional. Realitas sengketa yang timbul dari ketidakmampuan klausul stabilitas untuk beradaptasi dengan dinamika kebijakan publik ini dapat dicermati melalui tren eskalasi kasus investasi global dalam dua dekade terakhir.
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Data pada Gambar 1 merefleksikan anomali dalam arsitektur hukum investasi saat ini, di mana lonjakan sengketa menunjukkan bahwa model klausul stabilitas konvensional tidak lagi relevan dengan kebutuhan negara modern yang dinamis. Peningkatan jumlah kasus tersebut linier dengan perluasan cakupan kebijakan publik—mulai dari proteksi lingkungan hingga transisi energi—yang sering kali dianggap sebagai pelanggaran kontrak oleh investor. Konsekuensinya, right to regulate yang merupakan manifestasi kedaulatan negara seolah terkooptasi oleh interpretasi kaku atas kepastian hukum. Jika anomali ini terus berlanjut tanpa adanya reorientasi paradigma hukum, maka beban finansial dari klaim ganti rugi akan terus mengancam stabilitas fiskal negara, sehingga diperlukan sebuah batasan limitasi yang jelas melalui doktrin ketertiban umum.
Sejumlah kajian terdahulu telah berupaya membedah problematika klausul stabilitas, khususnya dari perspektif perlindungan investor. Sebagian besar literatur menempatkan klausul stabilitas sebagai instrumen yang harus ditegakkan secara ketat guna menjamin kepastian hukum dan menarik investasi asing langsung. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada perlindungan ekspektasi sah investor sebagai elemen sentral dalam rezim investasi internasional. Di sisi lain, terdapat pula studi yang mulai mengkritisi rigiditas pendekatan tersebut dengan menekankan pentingnya ruang gerak negara dalam menjalankan fungsi regulatori. Di sisi lain, kajian-kajian tersebut masih sering memisahkan secara dikotomis antara kepentingan privat yang tercermin dalam kontrak investasi dan kepentingan publik yang diwujudkan melalui kebijakan negara.
 Akibatnya, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan kedua kepentingan tersebut dalam suatu kerangka analisis yang utuh dan seimbang.
Selain itu, pembahasan mengenai ganti rugi Lucrum Cessans dalam konteks sengketa investasi juga masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif dan ekonometrik, dengan fokus pada metode perhitungan nilai kerugian. Aspek normatif yang berkaitan dengan justifikasi pemberian atau pembatasan ganti rugi tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan tindakan negara demi kepentingan umum, relatif kurang mendapatkan perhatian. Padahal, tanpa kerangka normatif yang jelas, pemberian ganti rugi Lucrum Cessans berpotensi menjadi tidak proporsional dan justru menghambat kemampuan negara dalam menjalankan fungsi regulasinya. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi paradigma yang selama ini terlalu berorientasi pada perlindungan investor, menuju pendekatan yang lebih berimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan suatu reorientasi konseptual melalui integrasi doktrin ketertiban umum (public order) dalam konstruksi klausul stabilitas kontrak investasi. Doktrin ketertiban umum diposisikan sebagai batas limitatif yang dapat membenarkan intervensi negara terhadap kontrak, sepanjang dilakukan untuk melindungi kepentingan fundamental masyarakat. Integrasi ini dipadukan dengan pendekatan rebus sic stantibus, yang mengakui bahwa perubahan keadaan yang fundamental dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap kewajiban kontraktual. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak bertujuan untuk menegasikan prinsip pacta sunt servanda, melainkan untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika regulatori. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan ekspektasi sah investor dan legitimasi tindakan negara dalam menjalankan fungsi publiknya.
Lebih lanjut, integrasi doktrin ketertiban umum ini juga diarahkan untuk memitigasi potensi klaim ganti rugi Lucrum Cessans yang bersifat eksesif. Dengan menempatkan kepentingan publik sebagai variabel yang relevan dalam penilaian tanggung jawab negara, maka klaim kehilangan keuntungan yang diharapkan tidak serta-merta dapat dikabulkan tanpa mempertimbangkan konteks kebijakan yang melatarbelakanginya. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi pembentukan standar penilaian yang lebih proporsional dan kontekstual dalam praktik arbitrase investasi. Dengan kata lain, doktrin ketertiban umum tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi normatif, tetapi juga sebagai instrumen korektif terhadap kecenderungan overkompensasi dalam sengketa investasi.
Berdasarkan uraian tersebut, muncul isu hukum krusial mengenai bagaimana efektivitas integrasi doktrin ketertiban umum dalam memitigasi klaim ganti rugi Lucrum Cessans tanpa mencederai prinsip kepastian hukum dalam investasi. Isu ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan terhadap negara untuk aktif merespons berbagai tantangan global, seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, diperlukan suatu kerangka hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi investor, tetapi juga memastikan bahwa negara tetap memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan mandat konstitusionalnya.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi klausul stabilitas melalui pendekatan doktrin ketertiban umum guna menciptakan kerangka hukum yang lebih berimbang dalam hubungan negara dan investor. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji bagaimana integrasi tersebut dapat berkontribusi dalam membatasi klaim ganti rugi Lucrum Cessans agar tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi negara. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum investasi yang lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap dinamika kepentingan publik.
2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang berfokus pada konstruksi dan sinkronisasi norma hukum dalam konteks hubungan negara dan investor. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang tidak semata-mata bersifat empiris, melainkan berakar pada ketegangan konseptual antara prinsip kepastian hukum dalam klausul stabilitas dan hak mengatur negara dalam kerangka kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan hukum tidak hanya sebagai norma positif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang terbuka untuk ditafsirkan dan direkonstruksi secara argumentatif. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) diarahkan untuk menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, seperti perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties) serta rezim penyelesaian sengketa dalam Konvensi ICSID, guna mengidentifikasi bagaimana klausul stabilitas dan perlindungan investor dirumuskan secara normatif. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk membedah doktrin ketertiban umum (public order) dan prinsip rebus sic stantibus sebagai landasan teoretis dalam membatasi rigiditas kontrak investasi. Pendekatan ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum investasi modern tanpa mengaburkan prinsip pacta sunt servanda.
Selanjutnya, pendekatan kasus (case approach) dilakukan melalui anotasi terhadap berbagai putusan arbitrase investasi yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan klaim ganti rugi Lucrum Cessans. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada tataran normatif abstrak, tetapi juga menelusuri bagaimana norma dan doktrin tersebut diimplementasikan, ditafsirkan, dan dalam beberapa hal diperdebatkan dalam praktik penyelesaian sengketa internasional. Dengan demikian, dapat diidentifikasi pola pertimbangan hukum yang berkembang, termasuk kecenderungan dalam pemberian kompensasi yang berpotensi eksesif terhadap negara. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi perjanjian investasi internasional, Konvensi ICSID, serta putusan arbitrase yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku, artikel jurnal bereputasi, serta laporan teknis dari lembaga internasional seperti UNCTAD dan OECD. Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan eksplorasi basis data digital guna memastikan kelengkapan dan validitas sumber yang digunakan.
Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Analisis ini dilakukan dengan menarik prinsip-prinsip umum, khususnya doktrin ketertiban umum, untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks spesifik sengketa investasi yang melibatkan klaim Lucrum Cessans. Dalam proses tersebut, dilakukan konstruksi dan interpretasi teleologis untuk menilai sejauh mana integrasi doktrin ketertiban umum dapat berfungsi sebagai limitasi yang sah terhadap klausul stabilitas. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya koheren secara teoretis, tetapi juga relevan secara praktis dalam merespons dinamika hubungan negara dan investor.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menganalisis hasil penelitian ini, terlihat bahwa hubungan antara negara dan investor tidak dapat lagi dipahami sebagai relasi kontraktual yang bersifat statis dan tertutup, melainkan sebagai relasi simbiotik yang berada dalam dialektika hukum yang terus bergerak mengikuti dinamika kepentingan publik dan stabilitas ekonomi global. Kontrak investasi dalam konteks ini tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen privat yang mengikat para pihak, tetapi juga sebagai perangkat hukum publik yang beroperasi dalam kerangka constitutional requirement, di mana negara tetap memikul tanggung jawab utama untuk menjamin kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kontrak investasi menuntut adanya teleological interpretation, yakni penafsiran yang tidak berhenti pada teks normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan fundamental dari keberadaan kontrak tersebut dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, klausul stabilitas yang selama ini dipandang sebagai pilar utama dalam menjamin kepastian hukum investor perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih kontekstual. Secara tradisional, klausul ini dimaksudkan untuk melindungi ekspektasi sah investor dari perubahan kebijakan negara yang dapat merugikan nilai investasi. Namun, dalam praktik kontemporer, fungsi tersebut sering kali berkembang menjadi instrumen yang justru membatasi ruang gerak negara dalam menjalankan fungsi regulatori yang inheren. Di sinilah muncul ketegangan normatif antara kepastian hukum kontraktual dan kebutuhan negara untuk merespons perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bersifat dinamis.
Lebih jauh lagi, relasi antara negara dan investor tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa investasi asing selalu beroperasi dalam yurisdiksi nasional yang memiliki sistem hukum, nilai, dan prioritas kebijakan tersendiri. Dalam konteks ini, negara tidak dapat direduksi menjadi sekadar “pihak kontrak” yang setara dengan investor, melainkan tetap merupakan entitas berdaulat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, setiap konstruksi hukum yang mengatur hubungan ini harus mampu mengakomodasi dualitas peran negara tersebut, yakni sebagai subjek hukum privat sekaligus penjaga kepentingan publik. Akan tetapi, pendekatan yang terlalu menekankan pada perlindungan absolut terhadap investor berpotensi mengabaikan dimensi publik dari kontrak investasi. Hal ini terlihat dari kecenderungan praktik arbitrase investasi yang menempatkan pelanggaran terhadap klausul stabilitas sebagai dasar utama klaim, tanpa secara memadai mempertimbangkan justifikasi kebijakan negara yang didasarkan pada kepentingan umum. Akibatnya, kontrak investasi berisiko kehilangan fleksibilitasnya sebagai instrumen adaptif, dan justru berubah menjadi mekanisme yang mengunci kebijakan negara dalam kerangka normatif yang rigid. Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi cara pandang terhadap kontrak investasi, dari sekadar dokumen legal formal menjadi instrumen yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi di dalamnya. Relasi simbiotik antara negara dan investor seharusnya tidak dimaknai sebagai hubungan yang saling menegasikan, melainkan sebagai ruang negosiasi yang memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi. Dengan demikian, dialektika hukum yang terjadi bukanlah bentuk konflik yang harus dihindari, melainkan mekanisme yang justru diperlukan untuk mencapai keadilan substantif dalam hubungan investasi. Oleh karena itu, analisis terhadap klausul stabilitas dan implikasinya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan interaksi antara norma kontraktual dan prinsip-prinsip hukum publik. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kontrak investasi tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, tanpa kehilangan esensinya sebagai alat perlindungan hukum bagi investor. Pada titik inilah, diskursus mengenai batas-batas legitimasi klausul stabilitas mulai menemukan urgensinya, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan negara untuk menjalankan fungsi regulatori secara efektif. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan mengelaborasi lebih jauh bagaimana rigiditas normatif klausul stabilitas justru menjadi sumber problematika dalam praktik hukum investasi modern, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan inherent power negara untuk mengatur kepentingan publik.
Dalam perspektif yang lebih mendalam, rigiditas normatif klausul stabilitas justru menjadi titik problematik utama dalam arsitektur hukum investasi modern. Klausul yang pada awalnya dirancang sebagai jaminan kepastian hukum bagi investor, dalam praktiknya kerap berkembang menjadi instrumen yang membatasi secara signifikan inherent powernegara untuk menjalankan fungsi regulatori. Rigiditas ini tercermin dari formulasi klausul stabilitas yang cenderung bersifat absolut, baik dalam bentuk freezing clauses yang membekukan hukum yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani, maupun economic equilibrium clauses yang mewajibkan negara untuk mengkompensasi setiap perubahan regulasi yang berdampak pada nilai investasi. Dalam konstruksi demikian, setiap transformasi regulatori berpotensi dipersepsikan sebagai pelanggaran kontrak, terlepas dari tujuan kebijakan tersebut dalam melindungi kepentingan publik. Kondisi ini menimbulkan ketegangan mendasar antara kepastian hukum yang dijanjikan kepada investor dan kebutuhan negara untuk merespons dinamika sosial yang tidak dapat diprediksi pada saat kontrak dibuat. Negara, dalam menjalankan right to regulate, sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk mengadopsi kebijakan yang bersifat responsif terhadap isu-isu krusial seperti perlindungan lingkungan, kesehatan publik, hingga stabilitas ekonomi. Namun, rigiditas klausul stabilitas menjadikan setiap kebijakan tersebut berada dalam bayang-bayang potensi sengketa, sehingga ruang kebijakan negara menjadi tereduksi secara signifikan. Dalam konteks ini, klausul stabilitas tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang proporsional, melainkan bertransformasi menjadi mekanisme pembatasan yang berpotensi menggerus kedaulatan regulatori negara.
Lebih lanjut, rigiditas tersebut juga menunjukkan kegagalan adaptasi klausul stabilitas terhadap konsep public interest exception yang seharusnya menjadi elemen inheren dalam setiap konstruksi hukum publik. Dalam praktiknya, banyak klausul stabilitas yang tidak secara eksplisit mengakomodasi pengecualian demi kepentingan umum, atau bahkan menempatkan pengecualian tersebut dalam posisi yang sangat terbatas. Akibatnya, negara dihadapkan pada dilema antara mempertahankan komitmen kontraktual atau menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi masyarakat. Ketika kepentingan publik diposisikan sebagai variabel sekunder dalam kontrak investasi, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak menjadi terganggu. Fenomena ini pada akhirnya melahirkan apa yang dalam literatur hukum investasi dikenal sebagai regulatory chill, yakni kondisi di mana negara secara de facto menahan diri untuk tidak mengeluarkan kebijakan tertentu karena khawatir terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Regulatory chill bukan sekadar persoalan psikologis dalam pengambilan kebijakan, melainkan refleksi dari tekanan struktural yang dihasilkan oleh desain kontrak yang terlalu rigid. Dalam situasi ini, negara tidak lagi sepenuhnya bebas dalam menentukan arah kebijakan publiknya, karena setiap keputusan harus diperhitungkan dalam kerangka potensi tanggung jawab hukum terhadap investor.
Dalam perspektif yang lebih kritis, rigiditas klausul stabilitas juga mencerminkan adanya asimetri kekuatan dalam hubungan negara-investor. Investor, dengan dukungan rezim arbitrase internasional, memiliki posisi tawar yang relatif kuat dalam menuntut kepastian hukum, sementara negara sering kali berada dalam posisi defensif ketika kebijakan publiknya dipersoalkan. Asimetri ini semakin diperparah ketika tribunal arbitrase cenderung menafsirkan klausul stabilitas secara tekstual dan kurang mempertimbangkan konteks kebijakan publik yang melatarbelakangi tindakan negara. Akibatnya, kontrak investasi kehilangan dimensi fleksibilitasnya sebagai instrumen hukum yang seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. Selaras dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa rigiditas normatif klausul stabilitas bukan hanya persoalan teknis dalam perumusan kontrak, melainkan juga mencerminkan problem epistemologis dalam cara hukum investasi memandang relasi antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Ketika kepastian hukum diposisikan sebagai nilai absolut tanpa mempertimbangkan kebutuhan akan fleksibilitas, maka hukum investasi berisiko kehilangan relevansinya dalam menghadapi tantangan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mendekonstruksi rigiditas tersebut, sekaligus membuka ruang bagi integrasi prinsip-prinsip hukum publik ke dalam konstruksi kontrak investasi.
Dengan demikian, problematika rigiditas klausul stabilitas tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yuridis yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan potensi klaim terhadap tindakan regulatori negara yang dianggap merugikan investor. Pada titik inilah, pembahasan mengenai implikasi finansial dalam bentuk ganti rugi, khususnya Lucrum Cessans, menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai konsekuensi langsung dari benturan normatif tersebut. Selaras dengan problematika tersebut, ketegangan yang muncul akibat rigiditas klausul stabilitas pada dasarnya berakar pada pertarungan paradigmatik antara dua prinsip fundamental dalam hukum perjanjian internasional, yakni pacta sunt servanda dan rebus sic stantibus. Prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga memberikan fondasi utama bagi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, termasuk dalam konteks investasi. Dalam kerangka ini, klausul stabilitas dipandang sebagai manifestasi konkret dari perlindungan terhadap ekspektasi sah investor, yang berhak atas konsistensi rezim hukum selama masa berlakunya investasi.
Di sisi lain, dalam perspektif yang lebih dinamis, prinsip tersebut tidak dapat dipahami secara absolut tanpa mempertimbangkan keberadaan rebus sic stantibus, yang mengakui bahwa perubahan keadaan yang fundamental dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap kewajiban kontraktual. Doktrin ini pada dasarnya mencerminkan kesadaran bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks hubungan negara-investor, perubahan kebijakan publik sering kali merupakan respons terhadap kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya, seperti krisis ekonomi, darurat kesehatan, atau degradasi lingkungan. Oleh karena itu, memaksakan penerapan pacta sunt servanda secara kaku tanpa membuka ruang bagi rebus sic stantibus berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam hukum investasi modern sering kali diperkuat oleh standar perlakuan seperti Fair and Equitable Treatment (FET), yang dalam praktiknya ditafsirkan secara luas untuk melindungi ekspektasi investor terhadap stabilitas regulasi. Namun, penafsiran yang terlalu ekspansif terhadap standar ini dapat mengaburkan batas antara perlindungan yang wajar dan pembatasan yang berlebihan terhadap kewenangan negara. Dalam situasi demikian, setiap perubahan kebijakan publik berpotensi dianggap sebagai pelanggaran terhadap ekspektasi investor, meskipun kebijakan tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan sah secara konstitusional.
Di sisi lain, rebus sic stantibus menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dengan menempatkan perubahan keadaan sebagai variabel yang relevan dalam menilai keberlakuan suatu perjanjian. Dalam kerangka ini, kontrak tidak dipandang sebagai instrumen yang beku, melainkan sebagai kesepakatan yang secara implisit mengandung asumsi bahwa kondisi fundamental yang melatarbelakanginya tidak akan berubah secara drastis. Ketika asumsi tersebut tidak lagi terpenuhi, maka penyesuaian terhadap kewajiban kontraktual menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam konteks hubungan yang melibatkan kepentingan publik yang luas. Konsekuensinya, secara yuridis diperlukan suatu rekonstruksi pemahaman yang tidak lagi menempatkan kedua prinsip tersebut dalam posisi yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua kutub yang harus diharmonisasikan. Pacta sunt servanda tetap berperan sebagai fondasi utama dalam menjamin kepercayaan investor, sementara rebus sic stantibusberfungsi sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan keadaan yang signifikan. Dengan demikian, kontrak investasi tidak kehilangan legitimasi hukumnya, tetapi juga tidak terjebak dalam rigiditas yang menghambat respons negara terhadap kebutuhan publik.
Dalam perspektif yang lebih luas, harmonisasi antara kedua prinsip ini juga membuka ruang bagi pengembangan interpretasi yang lebih teleologis terhadap klausul stabilitas. Artinya, klausul tersebut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai jaminan absolut terhadap stagnasi regulasi, melainkan sebagai instrumen yang harus ditafsirkan dalam kerangka tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan keseimbangan antara perlindungan investasi dan keberlanjutan kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya konstruksi hukum yang lebih fleksibel, tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi kebutuhan utama investor. Dengan demikian, perdebatan antara pacta sunt servanda dan rebus sic stantibus tidak seharusnya dilihat sebagai konflik yang harus diselesaikan dengan memilih salah satu, melainkan sebagai dialektika yang menghasilkan sintesis baru dalam hukum investasi. Sintesis inilah yang menjadi dasar bagi upaya rekonstruksi klausul stabilitas agar lebih responsif terhadap dinamika kepentingan publik. Pada titik ini, implikasi praktis dari ketegangan teoretis tersebut mulai terlihat secara konkret dalam bentuk klaim ganti rugi, khususnya Lucrum Cessans, yang sering kali menjadi konsekuensi langsung dari perubahan kebijakan negara yang dipandang merugikan investor. Ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas kebijakan pada dasarnya berakar pada divergensi paradigma antara prinsip Pacta Sunt Servanda dan Rebus Sic Stantibus. Dalam praktik kontrak investasi tradisional, Pacta Sunt Servanda diposisikan sebagai pilar absolut untuk menjamin prediktabilitas bisnis bagi investor. Namun, ketika negara dihadapkan pada perubahan keadaan fundamental yang berkaitan dengan kepentingan publik, pengabaian terhadap doktrin Rebus Sic Stantibus justru menciptakan ketimpangan hukum. Dinamika ini bukan sekadar pertentangan kata, melainkan sebuah benturan nilai antara stabilitas investasi dan kedaulatan regulatori negara. Guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan mendasar dari kedua pendekatan tersebut dalam merespons perubahan kebijakan publik, matriks berikut memetakan aspek-aspek krusial yang menjadi titik singgung konflik normatif tersebut.
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Matriks di atas menegaskan bahwa rigiditas dalam memegang teguh prinsip Pacta Sunt Servanda secara eksklusif berisiko melahirkan fenomena regulatory chill, di mana negara menjadi ragu dalam melakukan transformasi kebijakan publik akibat ancaman liabilitas hukum. Sebaliknya, penggunaan doktrin Rebus Sic Stantibus yang tidak terkendali juga dapat mencederai iklim investasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam melakukan rekonsiliasi terhadap kedua kutub hukum ini menjadi pemicu utama munculnya sengketa investasi di berbagai forum arbitrase internasional. Implikasi hukum yang paling nyata dari ketidakmampuan rekonsiliasi ini tercermin pada cara arbiter menafsirkan indirect expropriation, yang secara langsung berdampak pada metode penghitungan ganti rugi atas hilangnya potensi keuntungan masa depan.

Konsekuensinya secara yuridis, ketegangan antara rigiditas klausul stabilitas dan kebutuhan negara untuk melakukan transformasi regulatori bermuara pada persoalan ganti rugi, khususnya dalam bentuk Lucrum Cessans atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Dalam praktik arbitrase investasi, klaim Lucrum Cessans sering kali menjadi komponen kompensasi yang paling signifikan, karena tidak hanya mencakup kerugian aktual (damnum emergens), tetapi juga proyeksi keuntungan masa depan yang belum terealisasi. Karakteristik ini menjadikan Lucrum Cessans sebagai instrumen yang sangat sensitif, karena perhitungannya bergantung pada asumsi-asumsi ekonomi yang bersifat prediktif dan dalam banyak hal spekulatif.
Dalam perspektif yang lebih teknis, klaim Lucrum Cessans kerap dikaitkan dengan doktrin indirect expropriation, yaitu situasi di mana tindakan negara tidak secara langsung mengambil alih aset investor, tetapi secara substansial mengurangi nilai atau manfaat ekonomis dari investasi tersebut. Melalui pendekatan sole effects doctrine, tribunal arbitrase cenderung menitikberatkan pada dampak akhir dari suatu kebijakan terhadap investasi, tanpa selalu memberikan bobot yang memadai terhadap tujuan kebijakan tersebut. Akibatnya, tindakan regulatori yang sejatinya bersifat legitimate—misalnya dalam rangka perlindungan lingkungan atau kesehatan publik—dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengambilalihan tidak langsung apabila berdampak signifikan terhadap profitabilitas investasi.
Pendekatan demikian menimbulkan persoalan mendasar dalam hal keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara. Ketika dampak ekonomi menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menentukan adanya pelanggaran, maka ruang bagi negara untuk menjalankan right to regulate menjadi semakin sempit. Dalam kondisi ini, Lucrum Cessans tidak lagi sekadar mekanisme kompensasi, melainkan berpotensi menjadi alat tekanan yang membebani negara secara finansial. Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai klaim Lucrum Cessans dapat melampaui nilai investasi awal, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang signifikan antara risiko yang ditanggung investor dan beban yang harus dipikul negara.
Lebih lanjut, kompleksitas dalam penentuan Lucrum Cessans juga terletak pada metode perhitungannya yang sering kali menggunakan pendekatan seperti discounted cash flow (DCF), yang sangat bergantung pada proyeksi pendapatan masa depan. Metode ini mensyaratkan asumsi mengenai stabilitas pasar, kondisi ekonomi, serta keberlanjutan kebijakan yang pada kenyataannya sangat dinamis dan tidak selalu dapat diprediksi secara akurat. Dalam konteks ini, klaim Lucrum Cessans berpotensi mengandung unsur overestimasi yang dapat mengarah pada kompensasi yang tidak proporsional (disproportionate compensation). Hal ini menjadi semakin problematik ketika tribunal tidak secara ketat menguji validitas asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut.
Dalam perspektif yang lebih luas, pemberian kompensasi yang tidak proporsional juga berimplikasi pada munculnya fenomena regulatory chill, di mana negara menjadi semakin berhati-hati, bahkan cenderung menahan diri, dalam mengeluarkan kebijakan publik yang berpotensi berdampak pada investasi. Ketakutan terhadap klaim Lucrum Cessans yang bernilai besar dapat menghambat negara dalam mengambil langkah-langkah strategis yang sebenarnya diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme kompensasi yang seharusnya berfungsi sebagai alat keadilan justru berpotensi mengganggu keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik.
Akan tetapi, penting untuk ditekankan bahwa tidak seluruh klaim Lucrum Cessans dapat dianggap tidak sah atau berlebihan. Dalam kondisi tertentu, investor memang berhak memperoleh kompensasi atas kerugian yang secara langsung disebabkan oleh tindakan negara yang melanggar kewajiban hukum internasional. Oleh karena itu, permasalahan utama bukan terletak pada eksistensi Lucrum Cessans itu sendiri, melainkan pada ketiadaan standar yang jelas dan konsisten dalam menentukan batas kewajarannya. Tanpa adanya kerangka normatif yang memadai, penilaian terhadap klaim tersebut berpotensi bersifat subjektif dan inkonsisten, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak.
Selaras dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan Lucrum Cessans tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk merumuskan standar kompensasi yang lebih proporsional dan kontekstual. Pendekatan yang semata-mata berbasis pada dampak ekonomi perlu dilengkapi dengan pertimbangan terhadap tujuan kebijakan negara, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan investor dan legitimasi tindakan regulatori. Dengan demikian, diskursus mengenai ganti rugi tidak lagi terjebak dalam logika kuantitatif semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam hubungan negara-investor.
Pada titik inilah, kebutuhan akan suatu mekanisme korektif yang mampu menjembatani kepentingan tersebut menjadi semakin mendesak. Integrasi prinsip-prinsip hukum publik, khususnya doktrin ketertiban umum, mulai menemukan relevansinya sebagai instrumen yang dapat memberikan batasan normatif terhadap pemberian kompensasi yang berlebihan. Pendekatan ini membuka ruang bagi pergeseran paradigma dari kompensasi yang bersifat absolut menuju kompensasi yang lebih proporsional dan berkeadilan, yang akan dielaborasi lebih lanjut sebagai bagian dari solusi konseptual dalam pembahasan berikutnya.
Sebagai langkah reorientasi terhadap berbagai problematika tersebut, integrasi doktrin ketertiban umum (public order) dalam konstruksi kontrak investasi muncul sebagai pendekatan yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak secara normatif. Doktrin ketertiban umum pada dasarnya merepresentasikan nilai-nilai fundamental yang harus dijaga oleh negara dalam menjalankan fungsi hukumnya, termasuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, ketertiban umum tidak dapat diposisikan sebagai elemen eksternal yang berdiri di luar kontrak, melainkan harus diinternalisasikan sebagai batas inheren terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual, termasuk klausul stabilitas. Dengan demikian, kontrak investasi tidak lagi dipahami sebagai instrumen yang sepenuhnya otonom, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum publik.
Integrasi ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari klausul stabilitas yang bersifat statis menuju konstruksi yang lebih adaptif, yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai konsep “klausul stabilitas dinamis”. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berupaya membekukan rezim hukum, klausul stabilitas dinamis justru mengakui kemungkinan perubahan regulasi sebagai bagian dari realitas yang tidak terhindarkan. Namun demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta membebaskan negara dari tanggung jawab, melainkan menuntut adanya keseimbangan antara legitimasi kebijakan publik dan perlindungan terhadap ekspektasi sah investor. Dalam kerangka ini, doktrin ketertiban umum berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai apakah suatu tindakan regulatori dapat dibenarkan tanpa menimbulkan kewajiban kompensasi yang berlebihan.
Lebih lanjut, integrasi doktrin ketertiban umum juga berkontribusi dalam memperhalus penerapan standar Fair and Equitable Treatment (FET) yang selama ini kerap ditafsirkan secara luas dalam praktik arbitrase investasi. Dengan memasukkan pertimbangan kepentingan publik sebagai bagian dari analisis, standar FET tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan terhadap stabilitas regulasi semata, tetapi sebagai jaminan perlakuan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, ekspektasi investor tidak dihapuskan, melainkan ditempatkan dalam kerangka yang lebih realistis, yakni ekspektasi yang mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan kebijakan yang sah dan proporsional.
Dalam perspektif yang lebih operasional, doktrin ketertiban umum dapat difungsikan sebagai public interest exceptionyang secara eksplisit membatasi ruang lingkup klausul stabilitas. Artinya, tindakan negara yang dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan fundamental—seperti kesehatan, lingkungan, atau stabilitas ekonomi—tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang menimbulkan kewajiban kompensasi penuh. Pendekatan ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap tindakan regulatori negara, tetapi juga menciptakan standar evaluasi yang lebih kontekstual dalam menentukan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, klaim Lucrum Cessans dapat diuji tidak hanya berdasarkan dampak ekonominya, tetapi juga berdasarkan justifikasi kebijakan yang melatarbelakanginya.
Selain itu, integrasi ini juga memungkinkan penerapan prinsip proportionate compensation, di mana pemberian ganti rugi tidak lagi bersifat absolut, tetapi disesuaikan dengan tingkat dampak dan legitimasi tindakan negara. Dalam kerangka ini, tidak setiap kerugian ekonomi harus dikompensasi secara penuh, terutama apabila kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sah dan diperlukan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya untuk menghindari overkompensasi yang dapat membebani negara secara tidak proporsional, sekaligus tetap menjaga kepercayaan investor terhadap sistem hukum yang berlaku.
Lebih jauh lagi, konsep klausul stabilitas dinamis yang diusulkan dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap munculnya sengketa investasi. Dengan secara eksplisit mengakomodasi kemungkinan perubahan regulasi dan menetapkan batas-batasnya melalui doktrin ketertiban umum, para pihak dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing sejak awal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga mengurangi potensi konflik yang timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap klausul stabilitas.
Dalam perspektif yang lebih luas, integrasi doktrin ketertiban umum mencerminkan upaya untuk melakukan harmonisasi antara kepentingan privat dan kepentingan publik dalam hukum investasi. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan terhadap investor, melainkan untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut diberikan dalam kerangka yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum investasi tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai instrumen perlindungan modal, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa integrasi doktrin ketertiban umum bukan hanya solusi teknis terhadap problematika klausul stabilitas, tetapi juga merupakan langkah konseptual menuju transformasi hukum investasi yang lebih adaptif dan berkeadilan. Pendekatan ini membuka ruang bagi terbentuknya keseimbangan baru dalam hubungan negara-investor, yang selanjutnya akan disintesiskan sebagai bentuk harmonisasi kepentingan dalam penutup pembahasan.
Pada akhirnya, keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa dinamika hubungan negara dan investor tidak dapat direduksi ke dalam pola hubungan yang bersifat dikotomis antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi. Sebaliknya, relasi tersebut harus dipahami sebagai proses harmonization of interests yang menuntut keseimbangan antara perlindungan modal investasi dan pemenuhan mandat konstitusional negara dalam menjaga kepentingan publik. Dalam kerangka ini, konflik antara klausul stabilitas dan right to regulate bukanlah anomali yang harus dihapuskan, melainkan realitas normatif yang perlu dikelola melalui pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Integrasi doktrin ketertiban umum dalam kontrak investasi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memberikan dasar konseptual bagi transformasi tersebut. Doktrin ini berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memastikan bahwa pelaksanaan klausul stabilitas tidak mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar legitimasi tindakan negara. Dengan demikian, ketertiban umum tidak hanya berperan sebagai batas eksternal, tetapi juga sebagai instrumen internal yang mengarahkan interpretasi kontrak agar tetap selaras dengan kepentingan publik yang lebih luas.
Selaras dengan hal tersebut, penerapan konsep klausul stabilitas dinamis memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antara kebutuhan investor akan kepastian hukum dan kebutuhan negara akan ruang kebijakan yang memadai. Pendekatan ini menggeser paradigma lama yang cenderung absolut menuju model yang lebih fleksibel, di mana perubahan regulasi tidak serta-merta dipandang sebagai pelanggaran kontrak, melainkan sebagai bagian dari adaptasi hukum terhadap perubahan keadaan yang sah. Dalam konteks ini, prinsip pacta sunt servanda tidak dihapuskan, tetapi ditempatkan dalam keseimbangan dengan rebus sic stantibus serta doktrin ketertiban umum sebagai pengarah batas kewajaran.
Konsekuensinya, mekanisme ganti rugi khususnya Lucrum Cessans juga mengalami reorientasi makna. Kompensasi tidak lagi dipahami sebagai kewajiban absolut yang semata-mata didasarkan pada hilangnya ekspektasi keuntungan, tetapi harus mempertimbangkan legitimasi kebijakan negara yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya prinsip proportionate compensation, di mana tanggung jawab negara diukur secara lebih adil dengan memperhitungkan keseimbangan antara dampak ekonomi terhadap investor dan kepentingan publik yang dilindungi. Dalam perspektif yang lebih luas, transformasi ini mencerminkan perkembangan hukum investasi menuju sistem yang lebih sustainable dan responsif terhadap tantangan global. Hukum tidak lagi berfungsi hanya sebagai instrumen perlindungan investasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kepentingan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, integrasi doktrin ketertiban umum bukan hanya menawarkan solusi terhadap problematika teknis klausul stabilitas, melainkan juga merepresentasikan evolusi paradigma hukum investasi itu sendiri. Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa keseimbangan antara negara dan investor hanya dapat tercapai melalui pendekatan yang mengakui kompleksitas hubungan keduanya. Harmonisasi kepentingan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan mengelolanya dalam kerangka hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, integrasi doktrin ketertiban umum dalam kontrak investasi menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem hukum investasi yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.
4. KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi doktrin ketertiban umum dalam kontrak investasi negara-investor merupakan solusi yuridis yang efektif untuk mengatasi keterbatasan klausul stabilitas konvensional yang cenderung rigid dalam menghadapi dinamika kebijakan publik. Integrasi tersebut berfungsi sebagai batas limitasi yang sah terhadap klaim ganti rugi investor, khususnya lucrum cessans, sehingga dapat mengurangi potensi beban kompensasi yang berlebihan bagi negara dan menyeimbangkan hubungan hukum antara negara dan investor. Selain itu, rekonstruksi ini menunjukkan bahwa perlindungan investor dan hak mengatur negara (right to regulate) dapat diharmonisasikan melalui pendekatan kontrak yang lebih dinamis dan adaptif dengan mengakomodasi doktrin rebus sic stantibus sebagai mekanisme korektif. Dengan demikian, kebijakan publik yang diambil negara demi kepentingan umum tidak serta-merta dipandang sebagai pelanggaran kontrak, melainkan sebagai pelaksanaan kewenangan regulatori yang sah dalam kerangka investasi berkelanjutan.
Secara praktis, penelitian ini menyarankan agar negara-negara menginternalisasi public interest clause secara eksplisit dalam setiap Perjanjian Investasi Bilateral (BITs). Langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan kepentingan publik, sekaligus memberikan landasan yang lebih jelas bagi negara dalam menjalankan fungsi regulasinya. Dengan demikian, rezim investasi internasional diharapkan dapat berkembang menjadi lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan.
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